SALINAN

BUPATI BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR |5 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANGKALAN,

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan
serentak seara nasional pada Tahun 2024;

bahwa agar pembangunan di Kabupaten Bangkalan
dapat berjalan dengan baik sehingga dapat
mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai pedoman untuk  menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan Daerah periode
Tahun 2024-2026;
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bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah
dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,
mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa
jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun
dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat Bupati
untuk meneyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu
2024-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomot 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-
Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 1/E);
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Nomor 2/D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2009 Nomor 4/E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor [ E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor I/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan.

3. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Bangkalan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin
oleh Camat.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD
provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI,
Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa,
dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
rentan termarginalkan.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi
daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja
dan keuangan untuk memastikan tercapainya target
secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun
2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan = Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah /Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan,
program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas
sumber daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud.
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26. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai
atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program.

27.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu
sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data
pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) RPD bermaksud untuk menjabarkan tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program pembangunan daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024
sampai dengan tahun 2026.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana
Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Kabupaten
Bangkalan.

(3) Penyusunan RPD tahun 2024-2026 dilakukan
bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi

sebagai:

a. penyelarasan target indikator makro dan Program
Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

b. penggambaran sasaran pokok dan arah kebijakan
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Penjang Daerah Kabupaten Bangkalan sampai
dengan Tahun 2025;
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pedoman untuk Penyusunan RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
instrumen pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

sarana pemangku kepentingan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan.

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,;

BAB 11 GAMBARAN UMUM;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV ~ PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS;

BAB V TUJUAN DAN SASARAN;

BAB VI  STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS;

BAB VII KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB IX  PENUTUP.

Isi beserta wuraian RPD Kabupaten Bangkalan

Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD
Pasal 5

Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPD;

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengendalian terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi evaluasi terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.
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Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilakukan
oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD
Pasal 6

Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan

apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara asumsi
perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
adanya kesenjangan yang signifikan antara target
dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun

2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal

terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

dan menjadi Pedoman penyusunan RKPD dan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Penyusunan RKPD tetap berpedoman pada RPD
Tahun 2024-2026 sebelum Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya
ditetapkan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Maret 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,
ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR |4 SERI [£.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat |
NIP. 19741115 199803 1 004
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